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TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INFRES LARA It
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TANUN 2017

Babwa kewensngan yang wajib  dilalonnskon diermh pryivsi /
kabuputen sebagaimens distur dalm: undang ~undang Nomor 22
Tahunl99engtang  pemerintah  daerah  meliputi - stany  [nin
kowenagan di bidang pendidikin

Bahwn Ketentuan pasal 2 ayat 2 hunif b peraturan pemerntab nomor

X mhun 2000 wlsh ditewpkan keppulusan mentes pendidikan
nasional nomor 053/1/2001 tentang pedoman penyusunan Stdar
pelayanan minimal penyelengiurasn persikolahan bidang. pendidikan
dusar disn mencrigab ;

bahwa wgar tujuan penyeengearon situsn pendidikan depat mencapai
hissil secarn optimnl dipandang perly menetapkan keputusan kepala

Undang-UndabgNomor 20 Tahun 2003 tentung Sistem Pendidikan
Nasioral (Lembauan Negam Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indanesia Nomar 4301);

Undang-UindangNemor 20 Talwm 2003 tentang Sisten Pendidikan
Nasiona (Lembaran, Neégars Republik Fndotesin Tuhun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembyrun Negara Repubiik Imfonesin Nomoe3839);

Peratunm Pemerintah Nomor 28 tahuty 1990 wntang peadidikan Dasur
(Lembaga  Negura:  Republik fndotiesiu Tihan1990Nomori6.
Tambahut Lembaran Negars Nomor3412sebagal mana telsh di ubah
denpsn pemturan pemrintsh somor, 55 tahunl 198)lenibaran negara
republik indanesia 1198 Nomor | 190 tambaban Jembar negan 3767,
Pemiursn pemerinish Namor 38 Tahun 1992tentang  tenupa
kependidikan  (Lembaga  Negara Republik Indonesia
Taahun1992Ngmor 68, Tumbihunl embann Negara Republik Indonssia
Nomar3484) sehogaimana telah diubsh dengan Perawran Pemerintah
Repubiik IndoncstuNomor 39 Tahun 2000,

Pertturun. pemerintsh Nomor 39 Tahun 1992 LéMng peran seria
masyarakatdalam  pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik
Indonesie Nomar3483;



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

1.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.

2.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

SD INPRES LARA II diberikn Izin Operasional untuk melaksanakan proses
kegiatan belajar mengajar,

Memerintahkan kepada Kepala KB/Ketua Pengelola untuk melaksanakan
kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan
dibidang Pendidikan

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Mamuju Tengah
Padatanggal 24 Mei 2017

1. DirekturJenderal PAUD-DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;

2. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta;

3. BupatiMamuju Tengah.

4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo

5. KepalaDinasPendidikandanKebudayaanProvinsi Sulawesi Barat di Mamuju.



Menetgpkan

Pertama

Kedus

KETIGA
KEEMPAT

Tembusan :

6. Dermturan Pemerintsh Nomar29 Tahunl990 tentang pendidikan
Menengah (Lembarin Negarin Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

37, Tambahanl.embaga Negam Republik Indonesia Nomor 3414)
sebagaimona telah divbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (99K
Nomor 91.Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
3764);

MEMUTUSKAN

Sekolah Dasar yang didirikan di Kecumatan dalam wilayali Kabupaten
Murmuju Tengih yang teccantum datam lampiran keputusan ini.

. Memerintahkan kepads Kepala SD/MI untuk melnksanakin kegiatan’

Administrasi uniuk pengembangan lehil lanint.

: Sckolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan di bidang pendidikan,

Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari

‘ terdiput kekeliruan di dalamnya akan disdakan perbuikan sehagaimans

mestiny.

Ditetapkandi Mamuju Tengah
Pada tanggal 24 Me1 2017

‘BUS  5.Pd. M _
“Pangkat 1 :PembinaUtamaMuda, IV/c
NIP :19641201 198803 1 012

. DirekturlenderalPendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
DirekturPembinsan Scekolah Dasir di Jakirta,

Ketun DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo

1
e
3. BupatiMamuju Tengali di Tobndik,
4.
5

- KepaluDinasPendidikandanKebudaynanProvinsi Sulawesi Barat di Mamuji.
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DINAS PENDIDIKAN
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1ZIN OPERASIONAL
Nomor- 8907 237 /DISDICSK/V20]7

Dengan mempertimbangkan seunln ketentusn  vang berlaku, Kepaly Dinis Pendidikon
dan Kebudayann Kabupaten Mamuju Tengsih memberikan Lzin Operasional kepads. :

Nama Lembaga : SD INPRES LARA 11

Namit PengelolivKepals KR : RATNAWANG. S:Pd

NP . 19741023 199903 2 013 -

Pangkat/Gal : Pembinn / IV

Alamat = Jin. Puncak tndaby Dusun Wikata Desa Lembah
Hopo, Kee: Karossa ‘Kab. Mamuju Tengah

Masa Berlaky - 24 Mei 2017 sumpai demgan 24 Mei 2019

Ltk menyelenggarakan Pendidikan  SEKOLAH DASAR INPRES LARA 1)
Kecamatun Karossa Kabuputen Mamuju Tengah.

Demikian tzin Operasional ini diberikun untuk dipergunakan sehagaimana meéstinys,

Topoye, 24 Mei 2017
-.._

:PembinalimaMudi, IV /c
9641201 198803 1012
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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 890/ 227 /DISDIK/SK/N2017

TENTANG

IZIN OPERASIOANAL SD INPRES LARA 11

KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017

LR

4.

Bahwa dalum rangkn legalitas penyelenggaraan Pendidikan Sekolaly
Dasar Inpres Lura 11 harus memiliki Izin operasional.

Bahwa yang berkewenangin mengeluarkan kzin Operasional Lembaga
SD  sebagaimana pada huruf o di awsadulah Dinos Pendidikan
Kabupaten Mamuju Tengah,

Bahwa  untuk  menerbitkan  lzin  Operasional ;
pertimbangan pada huruf & dan b di atas. perlu ditetapkan melalyi
Surat Keputusan Kepala Dinaé Pendidikan Kabupaten Mamuju
Tengah,

Lindang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, TambahanL.embaran Negara Republik Tndoncsia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nusional (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2003 Nomaor
78. Tambahanlembaran Negara Républik Indonesia Nomor3839):
Undiang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeusngan
Antara PemerintahPusatdanPemerintahian Dacrah (Lembaran Nepara
Republik Indonesis Tahun 2004 Nomor 126. Tambahanl.embaran
Negaru Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang No. 11 tahun 2002 teniang pembentukan Kabupaten
Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara
Republik Indanesia Nomor 24 TambahanLembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4186)

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 wemangPemerintakiin Daerth
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
TambahanLembaran  Negara. Republik  Indonesia  Nomor S587)
-mhaguﬁmmﬂahmubahdmmpmwmuhmﬁgmtmm_mg
-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasUndang-
UndungNomor 23 Talun 2014  tenmngPemerintahan Daerah
(Lembaran Nepars Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemenintah Nomaor 19 Tahun 2005 tenfang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran  Negam: Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimann

telab diubah dengan Peraturan’ Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 19 Tabun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembutan Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambshanlembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Tetnhusan ;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenang Pemerintah Daernh
meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan,

Peraturan. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2000
lentung Stundar Pendidikan Anak Usia Din;

<

MEMUTUSKAN

¢ SDINPRES LARA 11 diberikn Izin Opernsional untuk melaksanakan proses

kegintan belajur mengajnr,

¢ Memerintahkon kepada Kepaln KB/Ketua Pengelols untuk melaksanakan

kegintan Administrasi unuk pengembangan lebih lanjur.
Lembags (ersebut dianggep layak untuk meluksunukan pengembangan

" dibidang Pendidikan

© Surt Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa: hila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya dkan diadakan perbaikan

sehagaimana mestinyn

Ditetapkandi Mamuju Tengah
Pathtanggal 24 Mei 2017

- :_~ 1 Utﬂ-]]lﬂ.M'Udﬂ,W;c
NIP lgﬁr‘l‘lﬂﬂl 198803 1 012

|. Direkiucdenderal PAUD-DIKMAS Kemdikbud i Jakarta;

2. Direktur PAUD Kemdikbud i Jikartag

3. BupatiMamuju Tengah.

4. Ketuy DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Tapayo

5. KepaluDinusPendidikandanKebudaynunProvinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
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